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Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang
heran sama sekali. Seakan semua fenomenaini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi
di negarayang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh
Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi, oleh karenanya seringkali diikuti oleh
apatisnie akan kemainpuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini
tidaklah berlebihan apabila dititik dari track record penegak hukum dalam penanganan tindak pidana
korupsi, sehingga muncullah sarkas bahwa "Indonesia adalah negara yang sangat tinggi korupsinya namrm
tidak ada koruptornya”. r Korupsi di Indonesiayang tetjadi dalam 30 tahun keluarga Soeharto dan kroninya
membuat masyarakat tercengang: Setelah Orde Baru berlalu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesadaran
pemerintah bahwa "disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pulakrisis
hukum yang sudah sarnpai tahap rnenyedihkan Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan
dan merusak sistem perekonomian dan macyarakat dalam skala besar. Pelaku perbuatan yang dipandang
koruptif itu tidak ierjangkau oleh undang-undang yang ada dan selalu berlindung dibalik asas legalitas
karena pada umumnya dilakukan secaraterorganisir dan oleh mereka yang memiliki karekateristik high
level educated dan status dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman terhadap masalah tersebut diatas, pemerintah dan Lembaga Legidlatif (Dewan
Perwakilan Rakyat} telah membentuk dan mensahkan Undang-Undang No: 30 tahun 2002 mengenal
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups (KPK). Kebijakan ini merupakan "political will" dari
pemcrintah dengan suatu tekad dengan membentuk suatu badan anti korupsi untuk meinberantas segala
bentak penyelewengan dan korupsi yang terjadi selama 3 dasawarsaini, demi menyelamatkan kcuangan dan
pcrekonomian negara guna mewujudkan aparatur pemerintah dan aparat penegak kukum yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
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